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Abstract 

This study aims to analyze the effect of education function expenditure, social welfare 

expenditure, capital expenditure, and special allocation funds on the achievement of SDGs in 

education. Samples were collected using a purposive sampling method from 508 samples of 

districts/cities. This study uses data from realization reports of Local Government Budget and 

indicator from Human Development Index in districts/cities in Indonesia 2018. Testing using 

SPSS for Windows Version 22.0. The result shows that spending on the education function has 

a significant effect while special allocation funds has a negative effect on the achievement of 

Sustainable Development Goals in education. Further variables social welfare expenditure and 

variables capital expenditure have not significantly influence the achievement of Sustainable 

Development Goals in education. 

 

Keywords: Education Function Expenditure, Social Welfare Expenditure, Capital Expenditure, 

Special Allocation Funds, Sustainable Development Goals. 

 

Pendahuluan 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan global 

yang dibahas dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada 25 

September 2015 di New York, Amerika Serikat. Dihadiri sekurangnya 193 kepala negara 

termasuk Wakil Presiden Yusuf Kalla yang turut mengesahkan agenda pembangunan 

berkelanjutan untuk Indonesia. Secara resmi pada 1 Januari tahun 2016, Sustainable 

Development Goals (SDGs) menggantikkan Millennium Development Goals (MDGs).  

Istilah Sustainable Development Goals (SDGs) diusulkan pertama kali oleh Pemerintah 

Kanada, Peru, Guatemala, dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012 

untuk menjadi agenda pembangunan global. SDGs diharapkan dapat menyelesaikan agenda 

pembangunan dengan tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, termasuk saat 

perubahan iklim. SDGs juga diharapkan dalam agenda transformasi yang bermanfaat bagi 

generasi yang akan datang.  

Di Indonesia SDGs lebih dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB). Pemenuhan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan SDGs atau TPB dengan 

penyelerasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo telah 
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menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 pada 4 Juli 2017. Perpres 

ini berisi tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah 

disampaikan Presiden dalam kesempatan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di 

Hamburg Messe Und Congress, Jerman pada 7 Juli 2017. 

SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 232 indikator yang berlaku mulai tahun 2016 

hingga tahun 2030. SDGs membawa 5 prinsip mendasar yaitu, People (manusia), Planet 

(bumi), Prosperity (kemakmuran), Peace (perdamaian), dan Partnership (kerjasama) atau 

sering disebut dengan prinsip 5P. Prinsip-prinsip ini menaungi seluruh tujuan dan indikator 

SDGs yang tidak dapat terpisahkan, saling terhubung serta terintegrasi satu sama lain guna 

mencapai kualitas hidup yang lebih baik.  

Salah satu tujuan dari SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif 

serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Di Indonesia sistem 

pendidikan masih mengalami krisis pembelajaran, khususnya terkait kemampuan literasi dan 

numerasi murid. Diukur menggunakan data yang diperoleh dari Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting guna mengukur 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat. IPM juga 

merupakan data strategis yang digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah. Terdapat tiga 

dimensi dasar didalam IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar 

hidup layak. Dimensi pengetahuan diukur melalui dua indikator, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator inilah yang akan digunakan sebagai ukuran 

pencapaian SDGs dibidang pendidikan. 

Sejak saat diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia, dua pertiga nasib dan 

kualitas hidup masyarakat dalam praktiknya sangat ditentukan oleh baik-buruknya kinerja 

pemerintah daerah. Namun keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting 

pemerintah daerah. Dikarenakan pemerintah daerah memiliki wewenang dan dana, dapat 

melakukan berbagai inovasi, penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program 

pemerintah, dan yang lebih penting adalah lebih dekat kepada warganya. Ini berarti bahwa 

kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban pada setiap pemerintah daerah. Pada 

dasarnya keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan diwilayahnya 

diukur melalui pengoptimalan anggaran dalam alokasi fungsi perlindungan sosial. Menurunnya 

tingkat kemiskinan dapat meningkatkan kesejahteraan dimasyarakat. 

Peningkatan pembangunan manusia, pemerintah mengupayakan pengalokasian 

anggaran pendidikan dan kesehatan melalui belanja pemerintah pusat. Pemerintah 

memprioritaskan anggaran pendidikan dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen setiap tahunnya untuk fungsi pendidikan. 

Pengalokasian anggaran fungsi pendidikan dinilai masih kurang efektif, dikarenakan pemerintah 

hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tanpa adanya perbaikan kualitas ajar 

mengajar yang masih sangat kurang. Hal ini yang menyebabkan banyak peserta didik yang 

berperilakuan menyimpang, misalnya tawuran ataupun membolos. Namun demi menyongsong 

revolusi industri, pemerintah mulai menggeser fokusnya dari pembangunan infrastruktur ke 

pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amin 

(2018) yang menyatakan bahwa peran pemerintah tidak dapat diabaikan dalam pencapaian 

SDGs. Hal ini memberikan acuan pada penelitian ini untuk meneliti pengaruh belanja 

pemerintah terhadap SDGs yang terfokus pada tujuan pendidikan. 
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Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis  

Teori Keagenan (Theory Agency) 

Menurut Jensen and Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak 

antara principal dan agen dengan berdasarkan pada pendelegasian beberapa wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen. Negara demokrasi seperti Indonesia memiliki hubungan 

keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, dan pemerintah 

daerah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat. Disisi lain, pemerintah 

daerah harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Halim (2007), adanya hubungan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah 

agen dan legislatif adalah prinsipal. Dalam pemerintahan, hubungan antara eksekutif dan 

legislatif adalah dalam penyusunan APBD, diharuskan adanya kesepakatan antara eksekutif 

dan legislatif terkait arah dan kebijakan umum dan prioritas anggaran. Hal ini akan menjadi 

pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Hubungan dan 

masalah antara eksekutif dan legislatif merupakan sesuatu yang saling terkait dan tak 

terpisahkan dalam penganggaran keuangan publik.  

Substainable Development Goals (SDGs) 

Menurut Odekunle (2012), Millenium Development Goals (MDGs) adalah suatu target 

spesifik yang diadopsi secara internasional bertujuan untuk pengurangan kemiskinan secara 

global, namun secara khusus adalah mengembangkan negara pada tahun 2015. 

Berakhirnya MDGs pada tahun 2015, menyisahkan banyak pekerjaan rumah yang harus 

diselesaikan pada periode selanjutnya yaitu pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang 

akan dilaksanakan tahun 2015 sampai tahun 2030. Menurut BPS (2014), ada 17 tujuan SDGs 

yaitu antara lain: 

a) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan. 

b) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan 

mencanangkan pertanian berkelanjutan. 

c) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala 

usia. 

d) Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan 

belajar seumur hidup untuk semua. 

e) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. 

f) Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. 

g) Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan berkelanjutan, dan 

modern. 

h) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan 

kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. 

i) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan 

berkelanjutan dan mendorong inovasi. 

j) Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara. 

k) Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan 

berkelanjutan. 

l) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. 

m) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 

n) Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk 

pembangunan berkelanjutan. 
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o) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan 

ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan 

hilangnya keanekaragaman hayati. 

p) Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, 

menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang 

efektif akuntabel dan inklusif disemua tingkat. 

q) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan globar untuk 

pembangunan berkelanjutan. 

SDGs dibidang pendidikan merupakan tujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa 

semua orang atau masyarakat memiliki akses atau memiliki kesempatan memperoleh 

pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya 

(BPS, 2016). 

 

Belanja Fungsi pendidikan 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Belanja 

Pemerintah, belanja fungsi pendidikan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk 

mengingkatkan kualitas pendidikan. Belanja fungsi pendidikan merupakan anggaran pendidikan 

melalui belanja pemerintah pusat pada APBN, serta transfer ke daerah yaitu berupa Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan pengeluaran pembiayaan pada APBD. 

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN 

serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (UUD 1945 

Pasal 31 ayat (4)). Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang 

dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui 

transfer dana ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, 

termasuk gaji pendidik, kecuali anggaran pendidikan kedinasan untuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.  

H1
 : Belanja Fungsi Pendidikan Berpengaruh Terhadap Tencapaian SDGs Dibidang 

Pendidikan. 

Belanja Kesejahteraan Sosial 

Belanja kesejahteraan sosial merupakan belanja pemerintah daerah yang berdasarkan 

pada fungsi, yaitu belanja fungsi perlindungan atau jaminan sosial. Menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Belanja Pemerintah, Belanja fungsi perlindungan 

atau jaminan sosial merupakan suatu pengeluaran yang digunakan untuk jaminan perlindungan 

masyarakat seperti penanganan bencana, permasalahan sosial dan lingkungan.  

Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tentang penurunan angka 

kemiskinan di Indonesia yaitu 9,82 persen dibanding dengan tahun 2017 yaitu sebesar 10,12 

persen. Prosentase tersebut merupakan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah 

Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sudah mencapai target dalam menurunkan 

angka kemiskinan di Indonesia. 

H2 : Belanja Kesejahteraan Sosial Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang 

Pendidikan. 

Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran secara rutin yang dilakukan oleh 

pemerintah guna menambah atau memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang akan 

memberikan suatu manfaat pada periode selanjutnya. Belanja modal termasuk dalam klasifikasi 
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anggaran belanja APBD yang telah diatur pada Peraturan Menteri No. 102/PMK.02/2018 

tentang klasifikasi anggaran.  

Infrastruktur pendidikan yang memadahi akan meningkatkan angka harapan lama 

sekolah di masyarakat. Serta, dapat membangun kesetaraan pendidikan diseluruh masyarakat 

Indonesia tanpa terhambat dengan infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

ajar mengajar.  

H3 : Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang Pendidikan. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan fromal dan non-formal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi 

untuk keperluan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi, 

kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. 

Menurut Nordiawan et al (2012), penggunaan alokasi DAK disetiap daerah yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan harus dilakukan sesuai petunjuk teknis 

penggunaan DAK dan tidak digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan 

kegiatan fisik, penelitian dan perjalanan dinas. 

H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Terhadap SDGs Dibidang Pendidikan. 

 

Metode Penelitian 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu, kelengkapan pada data 

yang dipublikasikan. Sumber data yang diperoleh yaitu data keuangan berupa Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dan data statistik berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

diproksikan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2018. 

 

Tabel 1. 

Hasil Pengumpulan Data 

No. Keterangan Jumlah 

1 Sampel diperoleh 508 

2 Data Realisasi APBD yang tidak lengkap 5 

 Total Sampel 503 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam menguji data dengan analisis regresi berganda,sebelumnya data harus dipastikan 

dapat lolos dari uji asumsi klasik. Berikut adalah gambaran singkat hasil uji asumsi klasik : 

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Keterangan 
Hasil Uji 

Heteroskedastisitas  
Uji Multikolinearitas  
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Tolerance VIF 

Belanja Fungsi Pendidikan 0,263 0,289 3,463 

Belanja Kesejahteraan Sosial 0,664 0,515 1,940 

Belanja Modal 0,159 0,369 2,706 

Dana Alokasi Khusus 0,604 0,419 2,389 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan model Central Limit Theorem (CLT) yang 

menyatakan bahwa apabila sampel yang diuji lebih dari atau samadengan 30 (n ≥ 30), maka 

dapat disimpulkan bahwa distribusi sampel pada penelitian ini terdistribusi normal. 

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF), jika niali 

VIF <10 dan nilai Tolerance value lebih besar 0,10 maka dapat disimpulkan data bebas dari 

gejala multikolinieritas. Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan nilai Sig. 0,05, semua 

variable independen memiliki nilai Sig. >0,05, maka dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel t-hitung t-tabel Sig. Keterangan 

Belanja Fungsi Pendidikan 5,721 ±1,964 0,000 H1 Diterima 

Belanja Kesejahteraan Sosial -0,375 ±1,964 0,708 H2 Ditolak 

Belanja Modal -1,386 ±1,964 0,166 H3 Ditolak 

Dana Alokasi Khusus (DAK) -4,701 ±1,964 0,000 H4 Diterima 

  Sumber : Data Sekunder diolah (2019) 

1) H1 : Belanja Fungsi Pendidikan Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang 

Pendidikan 

 
Variabel belanja fungsi pendidikan berpengaruh terhadap pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) dibidang pendidikan. Dijelaskan pada kurva diatas bahwa t-

hitung > t-tabel atau 5.721 > 1.964. Jika dilihat dari nilai signifikan, variabel belanja fungsi 

pendidikan berpengaruh signifikan, karena Sig. < 0.05. Disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima. Menurut hasil penelitian Amin (2018) peran pemerintah pusat tidak dapat 

diabaikan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pengalokasian 

belanja fungsi pendidikan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk mengingkatkan 

kualitas pendidikan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan internet sekolah maupun 

gedung sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja fungsi pendidikan 

berpengaruh terhadap pencapaian SDGs dibidang pendidikan. kemungkinan semakin tinggi 

anggaran belanja fungsi pendidikan maka semakin tinggi pencapaian SDGs dibidang 

pendidikan. 

2) H2 : Belanja Kesejahteraan Sosial Tidak Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs 

Dibidang Pendidikan 

-1.964 1.964 

H
0 
diterima 

5.721 

H
0
 ditolak H

0
 ditolak 
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Variabel belanja kesejahteraan sosial tidak berpengaruh terhadap pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) dibidang pendidikan. Dijelaskan pada kurva diatas bahwa t-

hitung < t-tabel atau -0.375 < 1.964. Jika dilihat dari nilai signifikan, variabel belanja 

kesejahteraan sosial tidak berpengaruh signifikan, karena Sig. > 0.05. Disimpulkan bahwa 

H0 diterima dan H2 ditolak. Menurut hasil penelitian Amin (2018) peran pemerintah pusat 

tidak dapat diabaikan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 

Pengalokasian belanja kesejahteraan sosial merupakan pengeluaran yang berfokus untuk 

jaminan perlindungan masyarakat seperti penanganan bencana, permasalahan sosial dan 

lingkungan. Dikarena hal tersebut memungkinkan tidak adanya pengaruh secara langsung 

terhadap kualitas pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja 

kesejahteraan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs dibidang 

pendidikan.  

3) H3 : Belanja Modal Tidak Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang Pendidikan 

 
Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap pencapaian Sustainable Development 

Goals (SDGs) dibidang pendidikan. Dijelaskan pada kurva diatas bahwa t-hitung < t-tabel 

atau -1.386 < 1.964. Jika dilihat dari nilai signifikan, variabel belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan, karena Sig. > 0.05. Disimpulkan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak. 

Menurut hasil penelitian Amin (2018) peran pemerintah pusat tidak dapat diabaikan dalam 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pengalokasian belanja modal 

merupakan pengeluaran secara rutin guna menambah atau memperoleh aset tetap 

maupun aset lainnya yang memberikan manfaat pada periode selanjutnya. Meskipun 

infrastruktur penunjang pendidikan sudah maksimal dianggarkan oleh pemerintah, 

kemungkinan hal tersebut belum dapat menunjang kualitas pendidikan menjadi efektif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pencapaian SDGs dibidang pendidikan. 

4) H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Negatif Terhadap Pencapaian SDGs 

Dibidang Pendidikan 

 
Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) dibidang pendidikan. Dijelaskan pada kurva diatas 

bahwa t-hitung < t-tabel atau -4.701 < -1.964 namun nilai t-hitung H4 berada pada area H0 

ditolak, sehingga H0 ditolak dan H4 diterima. Jika dilihat dari nilai signifikan, variabel DAK 

berpengaruh signifikan, karena Sig. < 0.05. Disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima. 

-1.964 1.964 

H
0 
diterima 

-0.375 

H
0
 ditolak H

0
 ditolak 

-1.964 1.964 

H
0 
diterima 

-1.386 

H
0
 ditolak H

0
 ditolak 

-4.701 -1.964 1.964 

H
0 
diterima H

0
 ditolak H

0
 ditolak 
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Menurut hasil penelitian Amin (2018) peran pemerintah pusat tidak dapat diabaikan dalam 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pengalokasian DAK merupakan 

pengeluaran pemerintah guna membantu dalam pengalokasian kebutuhan khusus oleh 

kepala daerah. Sehingga disimpulkan bahwa adanya pengaruh dalam pencapaian SDGs 

dibidang pendidikan, namun pengaruh tersebut bernilai negatif. Apabila pemerintah 

meningkatkan alokasi DAK, maka pencapaian SDGs dibidang pendidikan akan menurun. 

Sedangkan, apabila pemerintah menurunkan alokasi DAK, maka pencapaian SDGs 

dibidang pendidikan akan meningkat. Kemungkinan ketika sarana penunjang pendidikan 

semakin meningkat, hal tersebut dapat membuat peserta didik bersifat malas dan kualitas 

pendidikan akan menurun atau tidak efektif.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa: 

1) H1 : Belanja fungsi pendidikan berpengaruh terhadap pencapaian Sustainable Development 

Goals (SDGs) dibidang pendidikan. 

2) H2 : Belanja kesejahteraan sosial tidak berpengaruh terhadap pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) dibidang pendidikan. 

3) H3 : Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pencapaian Sustainable Development 

Goals (SDGs) dibidang pendidikan. 

4) H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) dibidang pendidikan. 

 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut : 

1) Sampel pada penelitian hanya menggunakan rentang satu tahun yaitu tahun 2018 sehingga 

tidak dapat dijenalisir. 

2) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu belanja fungsi 

pendidikan, belanja kesejahteraan sosial, belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

sedangkan masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) dibidang pendidikan. 

Oleh karenanya saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan adalah sebagai berikut : 

1. Sampel yang digunakan sebaiknya lebih dari satu tahun agar dapat dijenalisir dengan lebih 

rinci. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen agar dapat dijenalisir 

dengan lebih rinci. 
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